SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026 telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan
menetapkannya dalam Peraturan Bupati;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140);

4. Undang-Undang . ..
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009
tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
2010 - 2030;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 — 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Serang;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011- 2031;

Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2021 Tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Serang
Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
SERANG TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.

4. Dewan . . .
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten
Serang.

Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Serang untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Serang untuk 1 (satu) tahun.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan
sasaran.

Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik
berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan
jasa.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

(2) Renstra PD dan RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja PD yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.
(3) Sistematika Renstra PD terdiri atas:

SR a0 T

BAB 1 Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

. BAB VIII Penutup

Pasal 3. ..
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Pasal 3

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,;

Dinas Kesehatan;

RSUD DR.Drajat Prawiranegara;

Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang;
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan,;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak;

Dinas Perhubungan;

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;

Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah;

Dinas Pertanian;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah;

. Badan Pendapatan Daerah;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Sekretariat Dearah;
Sekretariat DPRD;

. Inspektorat Daerah;

. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
. Badan Kesbangpol;

. Kecamatan;

BABIII . ..
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 November 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 18 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 44;

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd

SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008
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